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PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah
Kabupaten Polewali Mandar perlu menyesuaikan Peraturan Daerah
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3478);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Normor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten

Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 160);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;



10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut
Berdasarkan Penetapan Bupati atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMKO07/2010 tentang Badan atau Perwakilan
Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 414).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar
(Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 3);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH.

Menetapkan

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidangRetribusi Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan
Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Polewali Mandar.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Lembaga, Dana
Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainya.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi
adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh

wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang
ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang
tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKDRDKBT yang belum kedaluarsa dan
retribusi lainnya yang masih terutang.

Bibit Tanaman adalah bahan tanaman yang berasal dari bagian vegetatif atau yang
telah mengalami proses penyemaian menjadi tanaman muda dan siap untuk disalurkan
(Transplanting).

Benih adalah bahan tanaman serta benih biota perairan dan biota darat dan benih ternak
(sperma, embrio) yang disalurkan kepada pertani dalam bentuk biji, ekor atau satuan
lainnya yang dibudidayakan oleh Dinas.

Induk lkan adalah induk ukuran tertentu yang memenuhi persyaratan teknis untuk
menghasilkan benih.

Bibit Ternak adalah ternak dengan ukuran tertentu yang memenuhi persyaratan teknis
untuk menghasilkan bibit/bakalan dan hasil ikutannya.

Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan Dinas dalam pembudidayaan dan penyediaan
bibit dan benih serta hasil ikutan dan/atau sampingannya.

Budidaya adalah teknis yang dilaksanakan oleh Dinas yang meliputi usaha pembibitan,
pembenihan dan pembesaran yang menghasilkan bibit dan benih berkualitas tinggi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-Undangan
retribusi Daerah.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas penjualan hasil produksi Usaha Daerah.

Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah yang meliputi :
a.  bibit tanaman;
b. bibitikan; dan
c. hasil produksi usaha daerah lainnya.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hasil produksi usaha
daerah.
BAB Il

GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jumlah, jenis
dan volume produksi usaha daerah.



BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas
diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga
pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang
dijual.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku.

(3) Dalama hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai
jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-
unsur tarif yang meliputi :

a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan

b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai
tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya
listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan
penyediaan jasa;

b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya
yang mendukung penyediaan jasa;

c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya
yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga
pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan asset; dan

d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti biaya atas
pinjaman jangka pendek.

®)
(6)

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase

tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

ditetapkan sebagai berikut:

NO JENIS PRODUKSI UKURAN TARIF / VOLUME

1 2 3 4

A. BENIH IKAN

1. Benih Ikan Mas 1-2cm Rp. 250,-/ekor
3-5cm Rp.  750,-/ekor
6-8cm Rp. 1.000,-/ekor
9-12cm Rp. 1.200,-/ekor

2. Benih Lele Dumbo 1-2cm Rp.  300,-/ekor
3-5cm Rp.  800,-/ekor
6-8cm Rp. 1.000,-/ekor

3. Benih Ikan Nila 1-2cm Rp.  300.-/ekor
3-5cm Rp.  800,-/ekor
6-8cm Rp.  500,-/ekor
9-12cm Rp. 1.000,-/ekor

4, Benih Ikan Gurami 1-2cm Rp.  300.-/ekor
3-5cm Rp.  750,-/ekor
6-8cm Rp. 1.100,-/ekor
9-12cm Rp. 1.300,-/ekor

5. Benih Ikan Patin 1-2cm Rp.  300.- /ekor
3-5cm Rp.  800,-/ekor
6-8cm Rp. 1.200,-/ekor
9-12cm Rp. 1.500,-/ekor

6. Benih Bandeng 6-8cm Rp.  150,-/ekor




2. Bibit Tanaman Hortikultura :

2 3 4
IKAN KOMERSIAL
Ikan Mas Induk Rp. 175.000,-/Pasang
Konsumsi Rp. 25.000,-/Kg
Ikan Lele Induk Rp. 175.000,-/pasang
Konsumsi Rp. 15.000,-/Kg
Ikan Gurami Induk _ Rp. 250.000,-/pasang
Konsumsi Rp. 35.000,-/kg
Ikan Patin Induk Rp. 175.000,-/pasang
Konsumsi Rp. 20.000,-/kg
Ikan Nila Induk Rp. 125.000,-/pasang
Konsumsi Rp. 8.000,-/kg
Ikan Bandeng Konsumsi Rp.  8000,-/kg
Bibit Rp. 1.000,-/kg
RUMPUT LAUT Kering Rp. 7.000,-/kg
1. Benih Tanaman Pangan :
NO. JENIS HARGA
1. Padi Rp 5.000,-/kg
2. Kedelai Rp 6.000,-/kg

NO. JENIS HARGA/POHON KETERANGAN
1. Mangga Rp .15.000,- Okulasi / Sambung
2. Durian Rp. 17.500,- Sda
3. Rambutan Rp. 15.000,- Sda
3. Bibit Tanaman Kehutanan :
No Kelompok Bibit Nama Lokal Pasaran
I Tanaman Kayu-kayuan
A.Kayu Bakar
Kelompok 3- 4 Bulan 1.Akasia/ Auri Rp. 2.500,-/pohon
2.Gamal Rp. 1.500,-/pohon
3.Kaliandra Rp. 1.500,-/pohon
4.sengo buto Rp. 2.500,-/pohon
5.Lamtoro Rp. 1.500,-/pohon
6.Turi Rp. 1.500,-/pohon
B.Kayu-Pertukangan/pulp 1.Johar Rp. 2.500,-/pohon
1.Kelompok 3- 4 Bulan 2.Kihujan/Trembesi Rp. 2.500,-/pohon
3.Mangium Rp. 2.500,-/pohon
4.Gmelina/Jati Putih Rp. 2.500,-pohon
5.Sengon Rp. 2.500,-pohon
6.Sonobrit Rp. 2.500,-/pohon
7.Sonokeling Rp. 2.500,-/pohon
8.Sungkai Rp. 2.500,-/pohon
9.Waru Gunung Rp. 2.500,-/pohon




1. Angsana/Sonokembang | Rp. 2.800,-/pohon
2.Kelompok 4-6 Bulan 2. Bungur Rp. 2.800,-/pohon
3. Dadap Rp. 2.800,-/pohon
4. Glodokan Rp. 7.500,-/pohon
5. Jati Rp. 4.000,-/pohon
6. Kayu Afrika Rp. 2.800,-/pohon
7. Kesambi Rp. 3.500,-/pohon
8. Kupu-Kupu Rp. 2.800,-/pohon
9. Mahoni Rp. 3.500,-/pohon
10. Mindi Rp. 3.500,-/pohon
11. Nantu/Nyatoh Rp. 3.500,-/pohon
12. Pasang Rp. 3.500,-/pohon
13. Salam Rp. 3.500,-/pohon
14. Saputangan Rp. 3.500,-/pohon
15. Suren Rp. 6.500,-/pohon
16. Tanjung Rp. 7.500,-/pohon
3.Kelompok7-12 Bulan 1. Asam Rp. 5.000,-/pohon
2. Bacang Rp. 5.000,-/pohon
3. Bayur Rp. 3.500,-/pohon
4. Beringin Rp. 3.500,-/pohon
5. Bintangur Rp. 3.500,-/pohon
6. Cempaka/uru Rp. 7.500,-/pohon
7. Damar Minyak Rp. 7.500,-/pohon
8. Kalumpang Rp. 4.000,-/pohon
9. Kapur Rp. 3.150,-/pohon
10. Kenanga Rp. 3.500,-/pohon
11. Kenari Rp. 3.500,-/pohon
12. Medang Rp. 3.500,-/pohon
13. Meranti Rp. 3.500,-/pohon
14. Merawan Rp. 3.500,-/pohon
15. Pinus Rp. 7.500,-/pohon
16. Resak Rp. 3.500,-/pohon
17. Terentang Rp. 3.500,-/pohon
18. Rotan Rp. 7.000,-/pohon

4.Kelompok> 12 bulan 1.Beringin Rp. 5.000,-/pohon
2.Cendana Rp. 5.000,-/pohon
3.Mamuju Rp. 5.000,-/pohon
4.Manglid Rp. 5.000,-/pohon
5.Saninten Rp. 5.000,-/pohon
4. Bibit Tanaman Perkebunan :
NO. JENIS HARGA/BIJI KETERANGAN
1. Kopi Arabika Rp. 5.000,- Anakan
2. Kakao Rp. 8.500,- Anakan
3. Jambu Mete Rp. 3.500,- Anakan
4 Kemiri Rp. 2.500,- Anakan
5. Lada Rp. 5.000,- stek
6 Vanili Rp. 10.000,- stek
7. Entres kakao Rp. 2.500,- stek

(7) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari
retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penjualan dilakukan.




(1)
)
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(4)
(®)

(6)

()
(8)

9)

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas dikas daerah atau tempat
lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Retribusi  dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa
karcis, kupon atau kartu langganan.

Pembayaran retribusi terutang dilakukan di kas daerah atau ditempat lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka
hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam
atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Wiaijib retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan diterbitkan.

Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas
daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan
SSRD.

SSRD diberikan kepada wajib retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi.

lain yang

(10) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang

semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang
terhutang maka dikeluarkan STRD.

(11) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya

yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4),
ayat (8) dan ayat (10) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(12) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan

pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

1)

)

©)
(4)

1)

)

©)
(4)

BAB IX
PENAGIHAN
Pasal 11

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dilakukan
dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat
lain yang sejenis.

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo
pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain
yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 12

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib

Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran. atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak
langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang

Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.



(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran
dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 13

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB Xl
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 14

(1) Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pandapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 15

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

)

©)

a.

=

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi daerah;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang retribusi daerah;

. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan

dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi daerah;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda
dan/atau dokumen yang dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.



(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3
(tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali
Mamasa Nomor 18 Tahun 1999 Seri B Nomor 17 tentang Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Tahun 1999 Nomor 18 Seri
B Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan
pada bulan Januari Tahun 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 11 Oktober 2011

BUPATI POLEWALI MANDAR

ALl BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 12 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

M. NATSIR RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.TAHUN 2011 NOMOR 13



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

UMUM

Bahwa selama ini Pemerintah Daerah melakukan pemungutan Pajak dan
Retribusi Daerah dengan mendasari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka perlu ada penyesuaian
Peraturan Daerah tentang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah
satunya adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini,
kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar
karena dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya
peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain,
dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak
dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang
pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
memenuhi kewajiban perpajakan.

Bahwa untuk mengukur kemajuan suatu tingkat perekonomian dari suatu
Daerah, dapat terlihat sejauh mana pengaruh tingkat perekonomian tersebut dapat
mempengaruhi atau diamati oleh masyarakat dalam Daerah tersebut sehingga dengan
demikian maju atau tidaknya tingkat perekonomian sangat ditentukan oleh besarnya
pemasaran yang merupakan salah satu faktor yang cukup besar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang
merupakan perangkat lunak dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah yang
diharapkan dapat membiayai Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Prinsip dan sasaran penetapan tarif yang dimaksud adalah untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana yang diterima oleh pengusaha yang
sejenis serta berorientasi kepada harga pasar dengan tetap mempertimbangkan
kemampuan masyarakat.

Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas



Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
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